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Aturan CbC Report Dipertegas,
Perusahaan Afiliasi Wajib Buat Notifikasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga
transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country (CbC)
Report bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.

Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal
(Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara, yang terbit
pada 29 Desember 2017.

Perdirjen Pajak Nomor 29/PJ/2017 merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 213 Tahun 2016 Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan
oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
dan Tata Cara Pengelolaannya.

Kewajiban pelaporan CbC Report menyasar Wajib Pajak Badan atau perusahaan di dalam negeri, baik
yang bertindak sebagai induk usaha maupun konstituen atau afiliasi dari grup usaha yang berpusat di
negara lain (subjek pajak luar negeri). Intinya, ketentuan ini juga mencakup perusahaan anggota grup
usaha multinasional, baik yang masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi ataupun tidak, maupun
Bentuk Usaha Tetap (BUT) sepanjang memiliki laporan keuangan terpisah.

Bagi Wajib Pajak yang bertindak sebagai induk usaha di dalam negeri, kewajiban pelaporan CbC Report
menyasar perusahaan atau entitas yang nilai peredaran bruto konsolidasi atau omset konsolidasinya
lebih dari Rp11 triliun.

Sementara bagi perusahaan domestik yang merupakan entitas konstituen atau induk usahanya berada
di negara lain, ada sejumlah kondisi dan catatan pelaporan CbC Report sebagai berikut:

* memiliki nilai peredaran bruto konsolidasi paling sedikit setara dengan €750 juta; atau

e negara tempat induk usaha tidak mewajibkan pembuatan CbC Report; atau

e negara tempat induk usaha tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi dengan
Pemerintah Indonesia; atau

¢ Pemerintah Indonesia tidak bisa mengakses dokumen CbC Report.

CbC Report hanya akan digunakan otoritas pajak dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak.
Adapun informasi dan data yang harus masuk di dalamnya meliputi:

a) Alokasi penghasilan;

b) Pajak yang dibayar;

c) Aktivitas usaha per Negara;
d) akumulasi laba ditahan;
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e) jumlah pegawai;
f) harta berwujud, dan
g) Daftar anggota grup usaha.

Perdirjen Pajak

KRITERIA WAJIB PAJAK Nomor 29/PJ/2017
CBC REPORT

Entitas induk beromset > Rp11 triliun pada tahun pajak bersangkutan

Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak menerapkan CbC Report
Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang tidak memiliki perjanjian
pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia

Anggota Grup usaha yang induknya berada di Negara yang memiliki perjanjian pertukaran
informasi perpajakan dengan Indonesia, tapi CbC Report tidak dapat diperoleh

N NKERX

Master File dan Local File

Sebagai informasi, CbC Report merupakan satu dari tiga dokumentasi transfer pricing, selain dokumen
induk (Master File) dan dokumen lokal (Local File), yang pelaporannya harus dalam format Bahasa
Indonesia.

Khusus untuk Master File dan Local File, Wajib Pajak Badan yang wajib melaporkan kedua dokumen
tersebut ke DJP adalah perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, dengan kriteria sebagai berikut:

¢ Nilai peredaran bruto atau omset lebih dari Rp50 miliar; atau

¢ Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp20 miliar dalam bentuk barang berwujud; atau

¢ Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp5 miliar, untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran
bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau

e Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, (baik induk maupun anak
usaha), yang berada di negara yang menerapkan tarif PPh lebih rendah; atau

e Entitas induk atau holding company yang berbasis di Indonesia, dengan omset lebih dari Rp11
triliun setahun.

Dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dijelaskan, dokumen induk atau Master File harus memuat
informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit meliputi:

a) Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;

b) Kegiatan usaha yang dilakukan;

c) Harta tidak berwujud yang dimiliki;

d) Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan

e) Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi
Afiliasi.

Sementara terkait Local File atau Dokumen Lokal, data dan informasi minimal yang harus tercatat dan
dilaporkan meliputi:

a) lIdentitas dan kegiatan usaha

b) Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen

c) Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

d) Informasi keuangan

e) Peristiwa/kejadian atau fakta-fakta non keuangan yang memengaruhi pembentukan harga
atau tingkat laba.
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Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakter bisnis yang berbeda,
maka dokumen lokal harus disajikan secara tersegmentasi berdasarkan karakteristik usahanya.

Notifikasi Laporan per Negara

Selain menjelaskan tentang kewajiban pelaporan CbC Report, Perdirjen Nomor 29/PJ/2017 juga
menambah kewajiban bagi setiap perusahaan dan merupakan entitas konstituten yang melakukan
transaksi afiliasi untuk membuat dan menyampaikan notifikasi ke DJP, sekalipun tidak masuk dalam
kriteria yang wajib membuat Laporan per Negara atau nilai peredaran brutonya di bawah batasan nilai
yang ditentukan (threshold).

Kewajiban penyampaian notifikasi transaksi afiliasi ini merupakan hal baru yang belum diatur dalam
PMK Nomor 213 Tahun 2017. Beberapa informasi atau pernyataan yang harus dipertegas wajib pajak
dalam formulir notifikasi adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk
b) Identifikasi wajib pajak dalam negeri yang bukan entitas induk
c) Pernyataan kewajiban penyampaian CbC Report

Notifikasi CbCR wajib diserahkan induk ataupun anggota dari grup usaha kepada DJP paling lambat 16
bulan setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak 2016 atau 12 bulan sejak tahun pajak berakhir
untuk tahun pajak 2017 dan seterusnya.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with
information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing
information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions.
For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information
about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com
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NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

TAHUN PAJAK
PERIODE PEMBUKUAN ED:D sd. D:Dj

Nama Wajb Pajak . T £ O e (g IS A R e LA AT

NPWP L) EEEY EXLTE EF £ 5 E) EELE]

menyampaikan Notif kasi sebagai berikut -
BAGIAN |. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

A Wajb Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang:
A-1 D menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.

A-ZD w ajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntans| keuangan yang
beriaku di indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

A-3D tidak dimiiki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen tain dalam Grup Usaha, atau
dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diw ajibkan
mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak,

A-4D memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan lebih dari atau sama dengan
Rp11.000.000.000,000,00.

B. Peredaran bruto konsolidas| Wajib Pajak adalah 8ebesar RD ..ot (1)

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

C. Waijib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha, yang Enttas hduknya:
C-1 memilki peredaran bruto konsobdasi*;
[Ja. tebin dari atau same dengan Rp11.000.000.000.000,00 atau €750,000,000.00;
[C]Jb. kurang dari Rp11.000.000.000.000,00 atau €750.000,000.00;
C-2 merupakan subjek pajak”:
D a. dalam negeri;

va luar negeri, yang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisiii*:
L mew ajbkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.,
Di. tidak mew ajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampalkan laporan per negara.
D. Data Entitas Induk adalah sebagai barikut:

Nama Entitas hduk
NPWP /Tax Identification Number (TIN) W
Negara/Y urisdiksi Entitas Ihduk S Ve e S RS R B R CEEI O PR S 4)
Nilal peredaran bruto konsolidasi

atau setara dengan
E Entitas Ihduk menunjuk Entitas Konstituen dalam Grup Usaha yang sama untuk menyampaikan Laporan per Negara
di Indonesia atau menjadi satu-satunya pengganti Enttas hduk dalam menyampaikan laporan per negara di negara
atau yurisdiksi termpat pengganti Entitas Induk berdomsm yaitu:

Nama Entitas Konstituen R ) T PRSP PRIV vrddsnenaties et suse ()
NPWP [Tax ldentification Number (TIN) A PR RS Ty (8)
Negara/Y urisdiks| Entitas Konstituen ¢ . ETRRARRRU DRCCECI I SURTCITSeP PRI () |

BAGIAN lIl. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA
F. Dengan ini menyatakan bahw a Walib Pajak™:
F-1 Dmupakan Entitas Induk, dan w ajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara

F-ZDmerupakan Entitas nduk, tetapi tidak wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaian Laporan
per Negara, dengan alasan:

(10)

F- 3Dbukan merupakan Entitas induk, tetapi w afib menyampaikan laporan per negara.

F-4Dbukan merupakan Entitas Induk, dan tidak wa|ib menyampaikan aporan per negara, dengan alasan:
- s - (M)

Saya menyatakan bahw a seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang tercantum dalam Notifikas! ini tefah benar,
lengkap, dan jelas.
Wajib Pajak / Kuasa,

‘Pilih salah satu (12)
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